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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Sebelum diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, 

terdapat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada 

Putusan 91 menyatakan inkonstitusional bersyarat kepada UU 11-2020 

dan tidak memperbolehkan membuat peraturan pelaksana baru yang 

berkaitan dengan UU 11-2020. UU 11-2020 merupakan peraturan yang 

berlaku mengenai kebijakan pengupahan. Kebijakan pengupahan 

mengenai penetapan upah minimum dalam UU 11-2020 

mendelegasikan kepada Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang 

Penetapan Upah Minimum Untuk Tahun 2023 seharusnya tidak 

dipergunakan karena bertentangan kepada Putusan 91 dan UU 11-2020 

serta peraturan pelaksananya yang tidak mendelegasikan pelaksanaan 

upah minimum melalui Peraturan Menteri.  

2. Dampak terhadap penetapan formula minimum untuk tahun 2023 

dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 

2022 tentang Penetapan Upah Minimum Untuk Tahun 2023 adalah 

terjadi perbedaan pengaturan terkait formula upah minimum yang 

menyebabkan hasil penghitungan upah minimum yang tidak seimbang. 

Hasil upah yang dimiliki oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan lebih rendah daripada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah 

Minimum Untuk Tahun 2023. Ketentuan tersebut menjadi bertolak 

belakang dengan asas perundang-undangan. Walaupun isi pengaturan 
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lebih menguntungkan bagi pekerja. Namun, dalam perkembangan 

terbaru formula perhitungan upah minimum yang menghasilkan nilai 

yang lebih tinggi Permen 18-2022 telah diadopsi oleh  PP 51/2023. 

Dengan demikian, formula perhitungan pembaharuan upah minimum 

bagi pekerja sudah menguntungkan. 

 

5.2  Saran 

1. Pemerintah harus mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 

2023 karena formula perhitungan sudah diakomodasi dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan .  

2. Pengusaha dan pekerja/buruh harus patuh menggunakan Peraturan 

Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan sebagai acuan formula perhitungan upah minimum, 

apabila salah satu pihak keberatan dengan bisa mengajukan 

pengujian. 
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